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PUTUSAN 

Nomor 861/Pdt.G/2024/PA.Bjn 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bojonegoro  yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  majelis  hakim  telah  menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Bojonegoro,  06  Agustus  1990, 

agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan  Toko,  Pendidikan 

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di, 

Kabupaten  Bojonegoro,  Provinsi  Jawa  Timur,  sebagai  

Penggugat; 

melawan 

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 03 Februari 1981, 

agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan 

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama,  tempat  kediaman 

di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, 

sebagai  Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal  22 April 2024  telah 

mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor : 861/Pdt.G/2024/PA.Bjn, 

tanggal 22 April 2024,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa 

tanggal  06  April  2010  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  21  Rabiul Akhir 
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1431 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta 

Nikah Nomor : 081/13/IV/2010, tanggal 06 April 2010;   

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat 

berstatus jejaka;   

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di 

rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun;   

4. Bahwa semula rumah  tangga Penggugat dengan  Tergugat berjalan  rukun 

dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana 

layaknya suami istri;   

5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan 

Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama bernama 

XXX,  umur  13  tahun,  anak  kedua  bernama  XXX,  umur  4  tahun,  saat  ini 

keduanya berada dalam asuhan Penggugat;   

6. Bahwa  sejak  bulan  April  tahun  2021  hubungan  rumah  tangga  Penggugat 

dengan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis,  sering  terjadi  perselisihan  dan 

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi 

nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak 

mempunyai penghasilan tetap, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari ditopang oleh Penggugat;   

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat  tersebut  terjadi  sekitar  bulan  April  tahun  2023  yang  akibatnya 

Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat ke rumah 

saudara Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah 

berpisah  tempat  tinggal  yang  hingga  saat  ini  telah  berlangsung  selama  1 

tahun;   

8. Bahwa sejak saat itu  antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah 

ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;   

9. Bahwa sejak  itu  pula  Tergugat tidak pernah  memberikan  nafkah wajibnya 

kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung 
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sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari;   

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan 

untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah 

sudah  sulit  dipertahankan  lagi  dan  karenanya  agar  masing-masing  pihak 

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian 

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan 

permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi 

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sudah  tidak  ada  harapan  lagi  untuk 

rukun dalam rumah tangga;   

11. Bahwa  Penggugat  merupakan  masyarakat  yang  tidak  mampu  dibuktikan 

dengan Surat Keterangan Tidak mampu dari kepala Desa Kasiman Nomor 

460/292/412.417.2008/2024, tanggal  18 April 2024, yang mengetahui 

Camat Kasiman;   

12. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara ini sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku;   

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua 

Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 

PRIMER : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sugra  Tergugat  (Agus  Suyono  bin  Sunaryo) 

terhadap Penggugat (Susi Setyowati binti Dul Honi);   

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;   

SUBSIDER : 

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 
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muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara resmi dan patut  yang 

relaas  panggilannya  telah  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  ketidak-

hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; 

Bahwa Penggugat dalam berperkara minta dibebaskan untuk membayar 

biaya  perkara,  dan  dengan  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama  Bojonegoro  

Nomor : 861/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 22 April 2024, Penggugat telah 

diijinkan  untuk beracara  dengan  mendapatkan  layanan  pembebasan  biaya 

perkara; 

Bahwa,  Majelis  hakim  telah  menasehati  Penggugat  agar  berpikir  untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti berupa : 

1. Fotokopi  Kartu  tanda  Penduduk  atas  nama  Susi  Setyowati,  dengan  NIK 

3522204608900001, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai 

cukup,  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,  lalu  oleh  Ketua  Majelis  diberi 

tanda P1;  

2. Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah,  Nomor  :  081/13/IV/2010,  tanggal  06 

April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, 

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis 

diberi tanda P2; 

Bahwa  selain  bukti  surat,  Penggugat  mengajukan  saksi-saksi  masing-

masing sebagai berikut:  
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Saksi  I,  Kabupaten  Bojonegoro,  Provinsi  Jawa  Timur,  di  bawah  sumpahnya 

menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat dan  Tergugat  karena  saksi  adalah 

tetangga dekat Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah,  dan  telah 

dikaruniai 2 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun 

kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  adalah  karena 

masalah  ekonomi,  Tergugat  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan  ekonomi 

keluarga untuk setiap harinya, dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan 

tetap, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang 

oleh Penggugat;  

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sekarang  telah  berpisah  tempat 

tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling komunikasi; 

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat telah berusaha 

merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat,  namun  tidak  berhasil,  dan  saksi 

sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;  

Saksi  II,  Kabupaten  Bojonegoro,  Provinsi  Jawa  Timur,  di  bawah  sumpahnya 

menerangkan sebagai berikut : 

- Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat dan  Tergugat  karena  saksi  adalah 

saudara sepupu Penggugat; 

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah,  dan  telah 

dikaruniai 2 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun 

kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  adalah  karena 

masalah  ekonomi,  Tergugat  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan  ekonomi 

keluarga untuk setiap harinya, dan Tergugat tidak mempunyai penghasilan 
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tetap, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang 

oleh Penggugat;  

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sekarang  telah  berpisah  tempat 

tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling komunikasi; 

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat telah berusaha 

merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat,  namun  tidak  berhasil,  dan  saksi 

sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;  

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan 

keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti  yang hendak diajukan di depan 

sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada 

Gugatannya serta mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang 

termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM  

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan    Penggugat  adalah 

sebagaimana terurai di atas;  

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat berdomisili di 

wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Bojonegoro,  maka  perkara  ini  secara 

relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro untuk 

memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang 

Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);  

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya 

bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan 

perkawinan  secara  islami,  maka  perkara  ini  merupakan  kompetensi  absolut 

Pengadilan  Agama  untuk  memeriksa  dan  menyelesaikannya  (vide  Pasal  2  jo 

Pasal  49  ayat  (1)  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan 

Agama  sebagaimana  yang telah  diubah  yang  kedua  dengan Undang  Undang 

Nomor 50 Tahun 2009);  

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor : 861/Pdt.G/2024/PA.Bjn 
 

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat  sebagai  persona  standi  in 

judicio  memiliki  legal  standing  sehingga  Penggugat  dapat  dinyatakan  sebagai 

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai 

wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa 

disebabkan  oleh  suatu  alasan  yang  sah,  meskipun  Tergugat  telah  dipanggil 

secara  resmi  dan  patut,  maka  Tergugat  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan 

gugatan  Penggugat  tersebut  harus  diperiksa  secara  verstek,  hal  ini  sesuai 

dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab 

Al-Imam Syafi’i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil sebagai pendapat majelis 

hakim sendiri, sebagai berikut:  

 َ بَ َ رِ ضََُوَْ مَ َِنََل َْحُ عََ تََنََ ا ْ مَا َ فََإَِذَ لََِهِ كََُوْ نَُ بَ ِ مََ كََ ىَ  حَ دَءا َِثل َّناِ  عَْدنل َِّ

Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah 

dipanggil  dua  kali,  maka  Hakim  dapat  memutus  perkara  tanpa 

kehadiran Tergugat”. 

Menimbang,  bahwa  majelis  hakim  telah  menasehati  Penggugat  agar 

tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak 

berhasil  dan  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  dalam  sidang,  maka 

pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian 

dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Surat  Edaran  Mahkamah 

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan 

tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan 

beralasan, oleh karena itu  Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan 

dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  pokok  gugatan  Penggugat 

adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena  masalah  ekonomi, 

Tergugat  tidak  dapat  mencukupi  kebutuhan  ekonomi  keluarga  untuk  setiap 
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harinya,  dan  Tergugat  tidak  mempunyai  penghasilan  tetap,  sedangkan  untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang oleh Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  bukti  (P.1)  berupa  fotokopi Kartu  Tanda  Penduduk 

atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan 

aslinya,  isi bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  tempat tinggal  Penggugat  di 

wilayah Kabupaten Bojonegoro, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat 

formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, 

telah  bermeterai  cukup,  di-nazegelen  dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan 

akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan 

antara  Penggugat  dengan  Tergugat,  sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi 

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil 

gugatan angka 6 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan 

dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi 

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 

171  HIR,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian 

dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah 

bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil 

gugatan angka 6 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil 

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 
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171  HIR,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan  pembuktian 

dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  saksi  1  dan  saksi  2,  terbukti  fakta 

kejadian sebagai berikut; 

1. Antara  Penggugat  dan  Tergugat  terus  menerus  terjadi perselisihan  dan 

pertengkaran  yang  disebabkan  karena  masalah  ekonomi,  Tergugat  tidak 

dapat  mencukupi  kebutuhan  ekonomi  keluarga  untuk  setiap  harinya,  dan 

Tergugat  tidak  mempunyai  penghasilan  tetap,  sedangkan  untuk  memenuhi 

kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang oleh Penggugat;   

2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 

1 tahun;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut; 

1. Antara  Penggugat  dan  Tergugat  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan 

pertengkaran yang sulit untuk didamaikan; 

2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum 

Islam; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  terdapat 

indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau 

tidak  harmonis  lagi  dan  saat  ini  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  tempat 

tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang 

berkepanjangan  bagi  isteri,  dengan  demikian  majelis  hakim  menilai  bahwa 

rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pecah  (broken  marriage)  dan 

tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang sakinah 

mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang 

dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang 
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Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan 

dapat tercapai; 

Menimbang  bahwa  hidup  bersama  merupakan  salah  satu  tolak  ukur 

rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan 

suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal 

merupakan  bentuk  penyimpangan  dari  konsep  dasar  dibangunnya  lembaga 

perkawinan,  agar  suami  istri  utuh  kompak  dalam  segala  aktivitas  kehidupan 

rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah; 

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula 

yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  379  K/AG/1995  tanggal  26  Maret 

1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi 

perselisihan  dan  pertengkaran  serta  berpisah  tempat  tinggal,  maka  rumah 

tangga mereka telah pecah;  

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum 

Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri, 

sebagai berikut: 

a) Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291:  

زوجي                اهل نأ بلطت نم يضاقل قيرفتل ذئنيحو اهقلطي يضاقل ةقلط ةنئاب اذإ تبث ررضل

زجعو    نع حلصلإا  امهنيب

Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan 

Hakim  dapat  menceraikan  isteri  dari  suaminya  dengan  talak  satu 

bain  jika  telah  nyata  adanya  kemadlorotan  dalam  rumah  tangga 

mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;  

b)  Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140:  

اذإ        دتشا مدع ةبغر ةجوزل اهجوزل قلط اه  يلع يضاقل ةقلط  

Artinya  :  "Apabila  ketidak  sukaan  isteri  kepada  suaminya  sudah  sedemikian 

rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak 

satu"; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas,  dan  oleh  karena  Tergugat  belum  pernah  menjatuhkan  talak  terhadap 

Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan 

Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in 
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sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum 

Islam;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama 

Bojonegoro Nomor : 861/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 22 April 2024, Penggugat 

telah  diijinkan  untuk  beracara  dengan  Cuma-cuma  dan  membebankan  biaya 

perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk 

menghadap ke persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada 

Penggugat (Penggugat); 

4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro 

Tahun Anggaran 2024;  

5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat; 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  

dilangsungkan  pada hari  Senin  tanggal  29  April  2024 Masehi.  bertepatan 

dengan  tanggal  20  Syawal  1445  Hijriyah.  Oleh  kami  Drs.  H.  Gembong  Edy 

Sujarno,  M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,  dan  Dra.  Hj.  Ummu  Laila,  M.H.I.  serta 

Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin 

tanggal  29  April  2024  Masehi.  bertepatan  dengan  tanggal  20  Syawal  1445 

Hijriyah.  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota 

dan  dibantu  oleh  Ahmad  Bajuri,  S.H.,  M.H.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta 

dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  

Hakim Anggota I, Ketua Majelis, 

Ttd. Ttd. 
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Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I.   Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M. H. 

Hakim Anggota II,  

Ttd.  

Drs. H. Aunur Rofiq, M.H.   

 Panitera Pengganti, 

 Ttd. 

 Ahmad Bajuri, S.H.,M.H. 

 

Perincian Biaya Perkara: 

Pendaftaran Rp 0,- Salinan sesuai dengan aslinya oleh: 

Proses  Rp 0,- Panitera  

Panggilan 

PNBP Panggilan 

Penyumpahan 

Rp 

Rp 

Rp 

0,- 

0,- 

0,- 

Pengadilan Agama Bojonegoro 

Redaksi Rp 0,-  

Meterai Rp 0,-  

Jumlah  Rp    0,- Drs. H. Solikin, S.H., M.H. 

                              (nol  rupiah)       
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